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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATUEAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 309 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E SA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

t l'

a. bahwa, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) PHaturan Daerah Nomor 5
Tahun 2014 tentang Transportasi, sistem pen!)endalian lalu lintas jal;;n
berbayar dilaksanakan oleh Dinas yan!) membidangi urusan
perhub-.Jngan dan transportasi;

b. bahwa dalam rangka efektifitas pengendalian lalu lintas ser1a
menindaklanjuti ketentuan Pasal 49 Peratur,1Il Gubernur Nomor 235
Tahu0l2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan
Transportasi, perlu dibentuk Unit Pengelola pada Dinas
Perhubungan dan Transportasi untuk mengehla sistem jalan berba;'E,r
secara elektronik;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peratu·an Gubernur tentang
Pembe.ltukan Organisasi dan Tata Kerja Uni: Pengelola Sistem Jalan
Berbayar Elektronik;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang··Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbbldaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,entang PemeriksaC:il
PengelolJan dan Tanggung Jawab Keuangan r,egara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 \entang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentallg Lalu Lintas Angkutcn
Jalan;,
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tente ng Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang"Ulldang Nemer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelelaan
Keuangar, Badan Layanan Umum;

I

10. Peraturan' Pemerintah Nemor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Previnsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kola;

11. Peraturan Pemerintah Nemor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nemer 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkaf: Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nemer 32 Tahun 2011 tentang Manajemen,
Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu
Lintas;

14. Peraturan Pemerintah Nemor 27 Tahun 2014 tentang Pengelelaan
Barang Mi:ik NegaralDaerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah se\)agaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomer 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelelaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Ullit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pela
Pengelelaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nemer
PERJ02/M.PAN/1/2007 tentang Pedeman Organisasi Satuan Kerja di
Iingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pela Pengelelaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 45 Tar,un 2008 tentang
Pela Orgarlisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbuketa
Jakalta;

19. Peraturan Daerah Nemer 5 Tahun 2007 tentang Pela Pengelelaan
Keuangan Daerah;

20, Peraturan Daerah Nemer 5 Tahun 2014 tentang Transpertasi:

21. Peraturan Daerah Nemer 12 Tahun 2014ientang Organisasi
Perangkat Daerah;
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22. Peraturan Gubernur NomoI' 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

23. Peraturan Gubernur NomoI' 165 Tahun 2012 tentang Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Da~rah;

24. Peraturan Gubernur NomoI' 235 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA SISTEM JI\LAN BERBAYAR
ELEKTRONIK.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disin(Jkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah ~husus Ibllkota
Jakarta.

6. Biro OrganisHsi dan Reformasi Birokrasi yang selanjlltnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Dinas F'erhubungan dan
Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubur.gan dan Transportasi
Provins, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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9. Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang selanjutnya
disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar
Elektronik Dinas Perhubungan dan Transportasi.

10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar
Elektronik.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

12. Unit Kerja F'erangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

13. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai .pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat· pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. Pegawai NE'geri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetao oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang dial-gkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

16. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai yang telah
berstatus Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan oleh Unit
Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik sebagai Unit Pengelola
Dinas Perhubungan dan Transportasi yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Sistem Jalan
Berbayar Elektronik yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUI--JGSI

Pasal3

(1) Unit Pengelola merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan
dan Transportasi dalam pengelolaan sistem penge -·dalian lalu lintas
jalan berbayar.

(2) Unit Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Unii yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 'Jinas.
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Pasal4

(1) Unit Pengelola mempunyai tugas mengelola sistem pengendalian lalu
Iintas jalan berbayar secara elektronik.

(2) Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
Unit Peng'3lola menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran rencana
bisnis anggaran Unit Pengelola;

b. pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan
rencana bisnis anggaran Unit Pengelola;

c. penyusunan standar dan prosedur pelayanan;

d. penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan
prasarana beserta kelengkapan sistem jalan berbayar elektronik;

e. pelaksanaan monitoring pemeliharaan dan perawatan sistem jalan
berbayar elektronik;

f. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan modifikasi prasarana
beserta knlengkapan sistem jalan berbayar elektronik;

g. pel,aksimclan perhitungan dan pengajuan tarif layanan sistem jalan
berbayar elektronik;

h. pelaksanaan perhitungan unit cost (biaya Rupiclh per kilometer)
sistem jal<ln berbayar elektronik;

i. penyelen~lgaraan pengoperasian sistern jalan ber:ayar elektronik;

j. pelaksanaan pemilihan operator sistem jalan berbayar elektronik
milik Pemerintah Daerah;

k. pelaksanaan pemilihan investor dan operator sistem jalan berbayar
elektronik bukan milik Pemerintah Daerah;

I. penetapan operator sistem jalan berbayar elektronik milik
Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;

m.penetapan investor dan operator sistem jalan bwbayar elektronik
bukan milik Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;

n. pelaksanaan dan pengendalian operasional sistern jalan berbayar
elektronik;

o. pengatura 1 dan penataan ruang berupa penempatan gerbang dan
peralatao1 pendukung sesuai kewenangannya;

p. penjagaan ketertiban dan keamanan prasarana dan sarana sistem
jalan berb;3yar elektronik serta kantor Unit Pengelola;

q. pelaksanaan rencana pengembangan untuk peningkatan layanan
sistem jalE'n berbayar elektronik;

r. pelaksanaan publikasi dan kehumasan;

s. perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan teknolo~Ji komunikasi dan
informasi lInit Pengelola;

t. pelak.sanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan. barang,
kerurnahtanggaan dan ketatausahaan; dan

u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit Pengelola.
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BAB IV

Bagian Kesatu

ORGANISASI

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Unit Pengelola terdiri dari :

a. Kepala Unit;, .

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Subb!3gian Keuangan;

d. Satuan Pelaksana Operasional dan Pengendalian:

e. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana;

f. Satuan Pengawas Internal; dan

g. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Su;;unan Organisasi Unit Pengelola sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernur inl.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mE-mpunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan lungsi Unit
Pengelola ~ebagaimanadimaksud dalam Pasal 4:

b. mengoordinasikan pelaksanaan tug as Subbagian, Satuan Pelaksana
dan Satuan Pengawas Internal;

c. melaksanaf:an koordinasi dan kerja sama den[lan SKPO/UKPO
dan/atau· Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi Unit Pengelola: dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Unit ,:>engelola.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerjo[ Stal dalam
pelaksanaa-, administrasi umum Unit Pengelola.

(2) Subbanian Tata Usaha dipimpin oleh seorang I<:epala Subbagian
yang berkeC:udukan di bawah dan bertanggun~1 jawab kepada Kepala
Unit.
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(3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pad a ayat (2)
dalam rangka kesinambungan manajemen Unit Pengelola, membantu
Kepala Unit dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan
tugas dan fungsi Unit Pengelola serta mengoordinasikan Subbagian
Keuangan dan Satuan Pelaksana.

(4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran.
dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran
dan rencEina bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup
tugasnya:

c. melaksar,akan kegiatan surat menyurat dan kearsipan:

d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan baran;);
I

e. melaksanakan publikasi dan kehumasan;

f. melaksan3kan pemberdayaan aset dalam rangka mobilisasi
penclapatan operasional;

g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan pra~arana dan sarana
kerja kEln!or:

h. melaksanakan persiapan, proses penetapan dan evaluasi serta
kerja sama pengelolaan angkutan umum:

i. menjaga Ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan kantor;

j. menghimpun, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan
penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana
kerja kantor;

k. melaksanakan proses penyediaan, menerima, menyimpan dan
mendistribusikan prasarana dan sarana kerja kamor;

I. melaksanakan penyimpanan tiket:

m.melaksarlakan koordinasi penghapusan barang:

n. melakukc,n analisis dan evaluasi nilai dan manfaa: aset:

o. melaksar,akan kegiatan yang berkaitan dengan legalitas: dan

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pp.laksanaan tugas
Subbagia., Tata Usaha.

(5) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta rnembantu Kepala
SUbbagiall Tata Usaha dapat diangkat 4 (empat) penanggung jawab
tugas tertentu dengan sebutan yang disesuaikan, yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata
Usaha.

(6) Penanngung jawab tugas tertentu sebagaimana dimaksud pad a
ayat (5) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala Unit.

(7) Sebutcln dan uraian tugas penanggung jawab tugas tertentu
sebagaim3na dimaksud pad a ayat (5) dan ayat (6), ditetapkan Kepala
Unit"al.as us"ul Kepala Subbagian Tata Usaha.
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Bagian Keempat

Subbagian Keuangan

Pasal 8

merupakan Satuan Kerja Staf Unit Pengelola
pengelolaan keuangan dan perencanaan

Subbagian Keuangan
dalam pelaksanaan
anggaran.

(2) SUbbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(1 )

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksaroakan rencana strategis, dokumen pelaKsanaan anggaran,
dan rencana bisnis anggaran Unit Pengeioia sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja
dan ang£laran dan rencana bisnis anggaran Unit F'engeiola;

d. meiaksar akan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bi~nis anggaran Unit
Pengelol3;

e. menerirna dan meneliti kelengkapan dokumen u'1tuk proses Surat
Permintaan Pembayaran (SPP);

f. mene.rim,J, meneliti kelengkapan dan memprose:; pengajuan Surat
Perintah Membayar (SPM);

g. menerima, mencatat, membukukan dan melaporkcll1 penerimaan dan
pengelolaan keuangan Unit Pengelola;

h. melaksanakan verifikasi penerimaan dari hasil penjualan On Board
Unit (OBU);

i. melaksanakan penagihan piutang;

j. mengelo'a pelaksanaan investasi;

k. menghio"npun bahan dan mengoordinasikan penyusunan 18por8n
keuangan, audit keuangan, kinerja, kegiatal' dar, akuntabilitas Unit
Pengelola;

I. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dar konsultasi teknis
kepada Bendahara;

m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan
akuntabilitas Unit Pengelola;

n. menyusun perhilungan tari! layanan jalan berbay,lr;

o. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan deng8n
lugas Subbagian Keuangan; dan

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan p"daksanaan tug8S
Subhagian Keuangan.

(4) Unluk ,mernperlancar dan mengoptimalkan pE!laksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta membantu Kepala
Subbagian Keuangan dapat diangkat 3 (tiga) Penanggung Jawab
lugas lertentu dengan sebutan yang disesuaikan y:3ng berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada I<epala Subbagian
Keuannan.
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(5) Penanggung Jawab tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.,

(6) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab tugas tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan Kepala
Unit atas usul Kepala Subbagian Keuangan.

Bagian Kelima

Sawan Pelaksana Operasional dan Pengendalian

Pasal9

(1) Satuan Pelaksana Operasional dan Pengendalian r,lerupakan Satuan
Kerja Lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan
operasional·dan pengendalian jalan berbayar elektrollik.

(2) Satuan Pelaksana Operasional dan Pengendalian dipimpin oleh
seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pad a ayat (2)
bukan Jabatan Struktural diangkat dan diberhef'tikan oleh Kepala
Dinas atas Jsul Kepala Unit.

(4) Satuan Pelaksana Operasional dan Pengendalian Illempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
dan rEincana bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup
tugasnye;

b. melaksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran
dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola sesllai dengan lingkup
tugasnyc;

c. menyusun pedoman, standar teknis operasional kawasan
pengendalian lalu lintas sistem jalan berbaya;' elektronik serta
penindakan dan pelanggaran kawasan pengendalian lalu lintas:

d. menguordinasikan dan mengevaluasi pelaks<lIlaan standar
operasio.lal prosedur dan standar pelayanan minimal kawasan
pengendalian lalu lintas sistem jalan berbayar eIE'ktronik;

e. melaksanakan verifikasi penerimaan hasil retriou'3i pengendalian
lalu Iinta';;

. f. melaksanakan verifikasi data jumlah kendaraan berrnotor:

g. menyllsun bahan perhitungan besaran tarif retribusi pengendalian
lalu lintas;

h. menyllsun bahan kajian/analisis kriteria ruas jalan, koridor dan
kawasan yang dikenakan retribusi pengendalian 'alu linlas:

i. rnelaksanakan pengelolaan teknologi informatika

j. melaksanakan kegiatan pemilihan operator sislem jalan berbayar
elektronik:

k. menyuslln rencana operasional sistem jalan bert>ayar elektronik:

I. menyllsun rencana kebutuhan peralatan pendukung pelayanan
sistem j~lan berbayar elektronik:

m. melaksanakan dan menindaklanjuti keluhan p<m::jguna sistem jalan
berba:/al' elektronik;
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n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian, monitoring dan
evaluasi kendaraan yang melintas kawasan pengendalian lalu
lintas;

o. melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi
penggunaan koridor/kawasan pengendalian lalu Iintas;

p. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian
pengguraan kawasan 'pengendalian lalu linta,; dengan instansi
terkait;

q. melaksanakan denda/sanksi terhadap pelanggaran di kawasan
pengendalian lalu lintas;

r. melaksanakan operasional ruang kendali utama/Gontrol room; dan

s. melaporl<an dan mempertanggungjawabl<an ~elaksanaan tugas
Satuan Pelaksana Operasional dan Pengendalian.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 10

Satuan Pelaksana merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola dalam
pelaksanaCin pengelolaan prasarana dan sarana teknis relribusi
pengendalian lalu lintas.

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang
Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Dinasatas usul Kepala Unit.

(4) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :

a. menyus'Jn bahan rencana strategis, rencana kmja dan anggaran.
dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup
tugasny3;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran, dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai
dengan ,Ii~gkup tugasnya;

c. menyus:Jn pedoman dan standar leknis pra~;arana dan sarana
kawasan pengendalian lalu Iintas;

d. melaksctnakan proses registrasi peralatan/On Beard Unit;

e. menyusun rencana pemeliharaan, perawatan dan penyediaan
prasarana dan sarana teknis pengendalian lalu lintas berbasis
elektronik;

f. melak.sanakan pemeliharaan, perawatan dan proses penyediaan
prasal'ana dan sarana teknis pengendalian iall' lintas berbasis
elektronik;

g. melaksanakan pengamanan prasarana dan sarana teknis
pengE,nJalian lalu lintas berbasis elektronik;

h. menyusun standar prosedur dan rencana kebutuhan penyediaan,
peme!iharaan, perawatan prasarana dan sarana teknis
pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;

i. melaksa~akan pendataan, monitoring dan evaluasi ketersediaan dan
kelaikan prasarana dan sarana teknis pengendalian lalu lintas
berbasi1; elektronik;
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j. melaksanakan monitoring dan evaluasi perawatan dan
pemelih2.raan kawasan pengendalian lalu lintas t·erbasis elektronik;

k. melaksanakan kegiatan penilaian prasarana clan sarana teknis
pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;

I. menyi.:lpkan rambu-rambu petunjuk dan sarana informasi bagi
penggunn kendaraan yang melintas kawasan pengendalian lalu
Iintas;

m. melaksall3kan kegiatan pemilihan operator petugas pengawasan dan
pengend.3Iian; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Satuan F'elaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Ketujuh

Satuan Pengawas Internal

Pasal 11

(1) Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan unsur Pengawas Internal
Unit Pi:mgelola sebagai Unit Kerja Dinas Perhubungan dan
Transportasi yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

(2) Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai unsur Pengawas Internal
dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipen<:;aruhi oleh Kepala
Subbagia,n, Kepala Satuan Pelaksana dan/atnU pegawai Unit
Pengelola.

(3) Satuan Pengawas Internal (SPI) melaksanakan tugas pengawasan
internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (manusia,
keuangan, perlengkapan, standar dan prosedur pelayanan) Unit
Pengelola.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakslJcI pad a ayat (1),
Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi :

a. penyu3unan petunjuk teknis pengawasan internal;

b. penyu~,unan program kerja pengawasan internal;

c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;

d. pengelolaan dan pelaporan hasll pengawasan internal;

e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil
pengawasan internal yang dilakukan;

f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut
hasil pergawasan internal yang dilakukan;

g. pelaksan.:.an kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala
Unit;

h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa/pengawas
eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal pernerintah; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Satuan Pengawas Internal.

Pasal 12

(1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari ;

a. 1 (scltU) orang Kepala rnerangkap anggota;

b. 1 (scltU) orang Sekretaris merangkap anggcta; dan

c. 1 (ScltU) Nang Anggota.
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,

(2) Untu~ dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota
Satuan Pengawas Intemal, sekurang-kurangnya harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a, Pegawai Negeri Sipil;

b, merniliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;

c, memiliki keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai Unit
Pengelolcl;

d, tidal< pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;

e, tidak p'ernah melakukan perbuatan tercela;

f. memiliki pendidikan formal minimal diploma tiga (Dill); dan

g, memiliki integritas,

(3) Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Unit untuk masa tLigas 3 (tiga) tahun
dan da:pat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas
berikutnya,

(4) Kepala ! Saluan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan
bertanggyn~ jawab kepada Kepala Unit.

(5) Sekretan~ dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan dl
bawah. :ocm,bertanggung jawab kepada Kepala ~;aluan Pengawas
Internal.

(6) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Kepala, Sekretaris
dan Anggota Satuan Pengawas Internal bertindak sebagai Tim, dan
hasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil
pengawasa'l yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim,

(7) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh tenaga
Sekretariat l1laksimal 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Unit
atas usul K80ala Satuan Pengawas Internal.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas
Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan
Peraturan K3pala Unit.

Bagian Kedelapan

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

(1 )

(2)

(1 )

(2)

Unit Pengelola dapat mempunyai Subkelompok Jahatan Fungsional,
I

Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi
Struktural Unit Pengelola,

Pasal 14

Dalam ran£;l~a mengembangkan profesi/keahlian/ke'mpetensi Pejabat
Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit
Pengelola ~;ebagai bag ian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas
Perhubungan dan Transportasi.

Subkel0l'Jlpok Jabatan Fungsional sebagaimancl dimaksud pada
ayat (1)~ dipimpin oleh seorang Ketua Subklliompok Jabatan
Fungsbnal yang berkedudukan di bawah dan clJrtanggung jawab
kepada 'Kepala Unit.
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(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari
pejabat fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional
sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas)
yang dimiliki,

(4) Ketentuan iebih lanjut mengenai Jabatan Furlgsional Unit Pengelola
. diatur den,Jan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan
Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan dan Transportasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

,".

BAB V

STATUS JABATAN DAN ESELON

Pasal15

(1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
merqpakan jabatan struktural eselon III.A dan hanya dapat dijabat
oleh Pegawai Negeri Sipil.

(2) Kepala SU.)bagian sebagaimana dimaksud dalalT. Pasal 7 ayat (2)
dan Pasal 8 ayat (2), merupakan jabatan struktur<ll eselon IV.A dan
hanya dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola wajib taat
dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Wnit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
satuan k,~rja perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan/atau
instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit F'engelola.

Pasal 17

Kepala Unit, I<epala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala
Satuan Pengawas Internal pada Unit Pengelola wajib melaksanakan
tugas masin(1-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama. integrasi, sinkronisasi.
simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 18

(1) Kepale Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pel;3ksana dan Kepala
Satuan Pengawas Internal pada Unit Pengelol<.J wajib memimpin.
mengoordillasikan, mengarahkan, membina. rr.ernberikan bimbingan
dan petunjuk pelaksanaan tugas serta mE.nilai kinerja bawahan
masing-masing.

(2) Kepala Uni':, Kepala Subbagian, Kepala Satuan F)el3ksana dan Kepala
Satuan Pengawas Internal dan pegawai pada Urit Pengelola wajib
mengi'<uti dan mematuhi perintah ked inasan atasan masing-masing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundan!J-undangan,



14

Pasal19

;
Kepala Unit: Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala
Satuan Pengawas Internal pada Unit Pengelola wajib mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta
mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan apabila menemukan
adanya penyirnpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 20

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Kepala
Satuan Pengawas Internal dan pegawai pada Unit Pengelola wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing­
masing se~;uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I
;

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai kewenangan masin!-)-masing.

Pasal 21

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap
Unit. Pengelola sebagai bag ian dari pembinaan kelembagaan,
ketatalaks2naan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas
Perhubungan dan Transportasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembina,m kelembagaan,
ketatalaksa.laan, pelaporan dan reformasi birokcasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Unit Pengelola sebagai Unit Kerja Dinas Perhubungan clan Transportasi
yang Menera,Jkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah dapat rnempunyai Pegawai yang terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan

c. Pegawai I\.on Aparatur Sipil Negara.

Pasal 23

(1) Pegawai !\Iegeri Sipil sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 huruf a.
merupakar· Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pengelolacln kepegawaian Pegawai Negc,ri :;ipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilak~.ilnakan sesuai dengan
ketentuan ~eraturan perundang-undangan Aparatur Sipil Negara.
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(3) Dalam, pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah rnelalui BKD dan
dengan Biro Organisasi dan RB.

Pasal 24

(1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja seba~aimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf b, merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pengelolaan Kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan PerJanjian
Kerja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Aparatur Sipil
Negara, ;

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unir Pengelola
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD
berkoordinclsi dengan Biro Organisasi dan RB,

Pasal 25

(1) Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Unit Peng810la merupakan
Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Unit Pengelola.

(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentcJan peraturan perundang-undangan Pegawai Non Aparatur Sipil
Negara pada SKPD/UKPD yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 26

Belanja pelak~;anaan tugas dan fungsi Unit Pengelola sebagai Unit Kerja
Dinas Perhubungan dan Transportasi yang ~~enerapkan Pola
Pengelolaan '-<euangan Badan Layanan Umum D3erah dibebankan
pada : '

a. Anggaran r')endapatan dan Belanja Daerah:

b. Pendapatan Operasional Unit Pengelola: dan

c. Bantuan atau hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal27

Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan da" Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, diiaksanakan sesual
dengan .keterituan peraturan perundang-undangan keuangan negaral
daerah.

Pasal 28

Pengelolclan keuangan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf b, dilaksanakan ses;Jai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum DWJl'ah.

, '
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Pasal2g

Pengelolaan k.euangan bantuan atau hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan k.etentuan peraturan
perundang-uncangan.

BAB IX

ASET

Pasal 30

(1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola seba(jai prasarana dan
sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah
yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan
negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan
pengelplaan barang milik negara/daerah.

Pasal 31

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam cer.tuk pemberian,
hibah dan/atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pengelola
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fung~inya merupakan
penerimaan barang daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada
Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PF'KD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk
dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 32

(1) Unit Pengelola menyusun dan menyampaikan laporan berkala
tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada
Kepala Dimls.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan:

a. kepegawaian;

b. keuangan;

c. kinmja;

d. barang;

e. akuntabilitas; dan

f. kegiatan.

Pasal 33

Dalam rangka. akuntabilitas, Unit Pengelola TTl"ongerntangkan sistem
pengendalian internal sebagai bag ian dari sistern pen:Jendalian internal
Dinas Perhubungan dan Transportasi.
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BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 34

Pengawasan terhadap Unit Pengelola dilaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggun~ jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pengawas~,1Il Intern Pemerintah.

BABXII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Formasi Jclbatan dan Kebutuhan peralatan kerja Unit Pengelola
diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur
tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan
prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Daerah Khu~;us Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA,

D!undangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2)14

SI'~KRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA.,JAKARTA,

He!.

SAE.FULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKAHTA
T,':"HUN 2014 NOMOR 62'76


